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Abstract

Abstract
This study intended to exomtne more deeply obout the civit officer,s perception towordcorruption, sociol norm, row enforcement , stondords of tiving, criterio for success inlife, ond the effect of those rrriob"r, to,*ords corruption. sompres ore civir servontsfrom 4 cities, thot is yogyakarto (164), porongkoroyo (L40),- regor (123), ond Kupong(L11)' Doto retrievor is do, e by euejstionnoires and Focus Group Discussions. Thequantitotive doto ore stotisticolly process.e-d with descrriptive stotisticol techniques,ANovA, ond Lineor Regression witn'spss 16.0 softwor" ,ui,po,rr, whire the quolitotivedato from FGDs were onaryzed with coding quoritotive ,"inoar. The concrusion drownfrom this research ore the perception of corruption, row enforcement, and social normshove on impoct on the oppeoronce oy co-r'ruption behovior, but the perception of tivingstandards does not co.ntribute significontty-.to the emergence of corruption behavior.The recommendotion fr,om this ,t1ay or" :'first, it is impirtont ti sociorize the definitionwhether the certoin behaviors or, ,:orrrption or not with o creor ond distinct definition.second, the raw enforcement ond contror. socior must be- given os the negotivereinforcement to extinct corrupt behoviol, third, it is importoni to moke a study withsocial curture os the 'comprehe:nsive factor' ,,0r 

the corruption behovior.
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hukum dan kontrol sosial dari lingku
korupsi, ketiga, karena korupsi berkait
masyarakat, penelitian yang mengikut
tampaknya merupakan hal yang perl
sela nj utnya,
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Norma sosiar, penegakan Hukum, srandar Hidup,

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kemakmuran sebuah bangsa, ra
bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghirangkan kesempatan
sebagian dari warga negara untuk dapat hidup secara makmur, oleh sebab itu dapat
dipahami jika kita ada pendapat bahwa korupsi pun bertentangan prinsip keadiran,
karena dari setiap keuntungan yang diperoreh oreh seorang koruptor terdapat
kerugian yang harus ditanggung oleh sejumlah warga negara.

Di lndonesia dewasa ini sedang digalakkan pemberantasan korupsi. rndonesia
merupakan sarah satu negara yaang oreh sejumrah rembaga asing dikerompokkan
sebagai negara terkorup. Meski sebetulnya sejak kepemimpinan presiden susilo
Bambang yudoyono terah membawa sedikit kemajuan di bidang pemberantasan
korupsi, tapi berarti bahwa negara kita terrepas dari sebutan negara korup, Dataterbaru yang dipubrikasikan oreh Transparency rnternationar (http://www.
transparencv'org/2008) memperlihatkan bahwa skor Corruption perception tndex
pemerintah rndonesia mengarami peningkatan, dibanding tahun_tahun seberumnya.
Pada tahun 2004 Skor Cpr rndonesia adarah 2,0, meningkat menjad i 2,4 padatahun
2006, dan menjadi 2,6 pada tahun 200g. Namun, tidak berarti bahwa peringkat
lndonesia rebih baik dari negara-negara rain. posisi rndonesia masih tetap di
peringkat bawah, yakni di urutan 130-an dari 1g0 negara yang disurvei (http;//www.
transparencv.orgl2008). Bandingkan misarnya dengan skor Cpr negara_negara yang
paling bersih dari korupsi, sepefti Denmark (g,4), Finran dia (g,4),New Zerand (g,4),
Singapore (9,3), dan Swedia (9,3).

Hasil peneritian yang dirakukan oreh sejumrah rembaga anti_korupsi di
lndonesia seperti rndonesio Corruption wotch (2005), Komite pemberantasan



Korupsi (KPK) (2007), dan Tronsporency lnternotionol tndonesio (Tll) (2009) seakan-
akan memberi justifikasi pada sejumlah temuan lembaga-lembaga internasional
tersebut' Hasir-hasir peneritian tersebut pada dasarnya mencerminkan betapakronisnyamasalahkorupsiditanahairini.()

Temuan survey terbaru yang dirakukan oreh T, (200g) mengenai rndeks
Persepsi Korupsi (lPK) di 50 kota (pemerintah daerah tingkat il, atau pemda Tk il) di
lndonsesia (http://www.ti.or.id) menunjukkan bahwa terdapat kota_kota yang
tingkat IPK-nya paling tinggi dan paling rendah. skor lpK tinggi artinya masyarakat
(terutama pebisnis) mempersepsi bahwa birokrasi pemerintah daerah setempat
relatif bersih' sedangkan skor IPK rendah artinya birokrasi pemerintah daerah
setempat relatif korup. Kota-kota "terkorup" antara rain adarah Kupang, Tegar,
Manokwari, Kendari, dan purwokerto ; sedangkan ,,terbersih,, 

adarah yogyakarta,
Palangkaraya, Banda Aceh, Jambi, dan Mataram.

Penelitian-penelitian yang baru dijelaskan, dan penelitian-pemneitian lain yang
sejenis, sanSat penting sebagai sumber informasi ilmiah untuk mengetahui masalah
korupsi di lndonesia. sayangnya, belum ditemukan penelitian serupa berdasarkan
kajian psikologis' khususnya psikososial. Penelitian-penelitian yang tadi disebut lebih
berupa kajian ekonomi, hukum, organisasi, dan poritik (kebijakan pubric). Diperrukan
kajian dengan perspektif yang berbeda untuk bisa menjelaskan secara komprehensif
masalah korupsi di lndonesia. Perspektif dimaksud adarah perspektif psikososial.
Korupsi pada dasarnya bukan hanya masarah peranggaran hukum, penyarahgunaan
jabatan untuk kepentingan ekonomi yang bersifat pribadi atau kelompok, kondisi
politik yang kondusif untuk disarahgunakan, tapi juga berkaitan dengan masarah
persepsi para partisipan yang oleh para pebisnis dan pengamat bisnis dipersepsi
sebagai peraku korupsi. Dengan perkataan rain, perru ka.Jran mengenai bagaimana
para birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS atau civir servonts)mempersepsi korupsi
dan bentuk-bentuk perilaku korupsi.

Penelitian seperti itu penting untuk mengidentifikasi salah satu faktor
pendorong munculnya korupsi dan meramalkan perilaku korupsi. secara psikologis,
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persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku (Goldstein,2000; Baron, Byrne, and

Newcomb, 2005), termasuk tingkah laku korupsi. Persepsi adalah proses nrenrberi

makna pada stimulus tertentu dan pemaknaan tersebut pada gilirannya dapat

mempengaruhi tingkah laku terkait dengan stimulus tersebut. Misalnya, seorang

pegawai negeri sipil (PNS) mempersepsi tingkah laku menerima hadiah dari

rnasyarakat yang sedang mengurus perizinan sebagai tingkah laku yang lazim dan

tidak melanggar hukum, Persepsi seperti ini dapat mendorong PNS itu untuk

menerima atau bahkan meminta imbalan dari masyarakat yang sedang mengurus

perizinan di kantortempat PNS itu bertugas. Kemungkinannya akan berbeda jika PNS

itu mempersepsi bahwa tingkah laku menerima hadiah itu sebagai tindakan

menerima suap atau gratifikasi (du bentuk tingkah laku yang dapat dikategorikan

sebagai korupsl), sehingga dia enggan untuk menerima apalagi meminta imbalan

dari masyarakat.

Berdasarkan pada asumsi bahwa persepsi mempengaruhi perilaku, maka

kami mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana persepsi PNS atau

birokrat yang berasal dari 2 kota yang memiliki skor IPK paling tinggi (Yogyakarta dan

Palangkaraya) dan paling rendah (Kupang dan Tegal) terhadap sejumlah stimulus

yang berkaitan dengan tingkah laku korupsi. Stimulus-stimulus yang dipersepsi

tersebut adalah korupsi, penegakan hukum, norma sosial, kriteria sukses, dan

standar hidup.

Pertama, persepsi korupsi. Diduga ada kecenderungan pada para birokrat atau

PNS untuk mempersepsi (memaknakan) suatu tindakan tertentu sebagai sesuatu

yang lazim dan bukan korupsi, meski sebetulnya secara hukum tindakan itu adalah

korupsi. Persepsi seperti itu pada akhirnya berpengaruh pada tindakan mereka

untuk melakukan tindakan korupsi. Contoh konkritnya seperti ini: seorang PNS

mempersepsi bahwa menerima uang balas jasa dari masyarakat yang sedang

mengurus KTP bukanlah merupakan tindakan korupsi, maka mereka akan terus

menerima dan bahkan meminta irnbalan dari masyarakat yang mengurus KTP.

Kedua, persepsi tentang kesuksesan. Persepsi tentang kesuksesan hidup
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ubungan dengan tingkah laku korupsi. seperti diungkap oleh powtaka (dalam

mi Fujikawa, An experimental study..,.. p.L4l, "the intention to bribe positively

elotes with on individuol's ottitude towards the need to sLtcceed". Dalam

idupan sehari-hari dewasa ini, masyarakat sering menilai bahwa individu-individu

adalah individu-individu yang memiliki kekayaan material yang melimpah, di

rata-rata yang dimiliki anggota masyarakat pada umumnya. Kekayaan dinilai

i tolok-ukur atau indikator kesuksesan, terlepas apakah kekayaan itu didapat

a legal (sah) atau tidak legal (melalui korupsi). penghargaan terhadap anggota

arakat atau anggota keluarga yang memiliki kekayaan material berlebih jauh

h positif dibandingkan dengan terhadap anggota-anggota yang tidak memiliki

ayaan (miskin atau sederhana). Persepsi masyarakat seperti ini dapat mendorong

a masyarakat tertentu (PNS dan pegawai non-sipil) untuk melakukan jalan

tas, termasuk korupsi.

Ketiga, persepsi tentang penegakan hukum. persepsi tentang penegakan

hukum memiliki peran penting dalam memunculkan tingkah laku melanggar

hukum (Abidin, 2005), termasuk korupsi. Jika seorang birokrat mempersepsi

bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga teman-

teman di lingkungan kerjanya yang melakukan korupsi tidak ditindak baik secara

hukum maupun administratif (institusional), maka mereka akan terdorong untuk

melakukan korupsi.

Keempat, persepsi tentang standar hidup. Faktor ekonomi sering diduga

menjadi determinan munculnya perilaku korupsi (svenson, 2005). orang

melakukan korupsi karena penghasilan yang mereka terima dinilai tidak

mencukupi untuk hidup. Namun, secara psikologis, cukup atau tidak cukupnya

penghasilan tergantung pada standar hidup yang mereka tetapkan. Standar hidup

yang melampaui penghasilan perbulan menyebabkan gaji yang mereka terima

dinilai kurang mencukupi. sebaliknya, standar hidup yang sesuai dengan

penghasilan yang mereka terima, menjadikan gaji dinilai cukup memadai.

Kelimi, persepsi tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau



nsi yang diterima oleh anggota masyarakat

masyarakat itu, baik dalam sikap, keyakinan,

ang PNS menilai bahwa masyarakat cukup toleran

merasa mengalami hambatan dalam melakukan

jadi suatu kebiasaan

Meski demikian, dugaan

ris. Salah satu tujuan dari

dan dapat mempengaruhi

maupun tingkah laku. Jika

terhadap korupsi, maka dia

korupsi, sehingga korupsi

atau asumsi di atas masih memerlukan pembuktian

penelitian ini adalah melakukan pembuktian empiris
dugaan tadi.

Pada dasarnya, terdapat sejumrah pertanyaan yang akan dicari jawabnya

m penelitian ini. pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah:

7. Bagaimana persepsi pNS tentang korupsi? perilaku-perilaku apa saja yang

dapat dikategorikan korupsi dan bukan korupsi?

2. Bagaimana pNS memaknakan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan

sosialnya tentang korupsi? Apakah mereka menilai bahwa masyarakat

memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim, karena rekan-rekan pNS lain
pun melakukan korupsi?

3' Apa yang menjadi ukuran bagi PNS dalam menentukan kriteria kesuksesan

hidup mereka?

4. Bagaimana PNS menilai penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, baik
tingkat institusional maupun legal?

standar hidup seperti apa yang dijarani dan diinginkan oreh pNS?

Apakah ada perbedaan persepsi/pemaknaan tentang kelima hal tadi diantara
PNS dari dua kota yang rpK-nya paring tinggi (yogyakarta dan parangkaraya)

dan paling rendah (Kupang dan Tegal)?

7. Apakah mereka pernah melakukan suatu tindakan tertentu yang termasuk
dalam tindakan korupsi? jika ya, jenis periraku koruptif seperti apa?

8. Apakah ada pengaruh persepsi pNS tentang korupsi, penegakan hukum,
kriteria sukses, norma sosial, dan standar hidup terhadap tingkah laku

korupsi? Variabel-variabel persepsi mana saja dari 5 persepsi tersebut (yakni,

5.

6.



persepsi tentang korupsi, persepsi tentang nilai-nilai sosial, persepsi tentang

kesuksesan, persepsi tentang penegakan hukum, dan persepsi tentang

standar hidup) yang memiliki kontribusi terhadap tingkah laku korupsi?

seberapa besar kontribusinya?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif

oan kualitatif. Menurut creswell (1994), pendekatan kuantitatif merupakan ...... " on

r,quiry into o sociol or humon problem, bosed on testing o theory composed of variobles,

meosured with numbers, ond anolyzed with stotisticol procedures, in order to determine

thether the predictive generolization of the theory hold true (5, 1994). Sedangkan

oendekatan kualitatif adalah ".... inquiry process of understonding o sociol or humon

problem, bosed on building o complex, holistic picture, formed with words, reporting of

:nformonts, and conducted in o noturol setting (1.-2, L994)

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

survey. Melalui survey kami dapat membuat deskripsi dan penjelasan statistik

rnengenai sejumlah variabel yang diduga berkaitan dengan tingkah laku korupsi,

diantaranya: persepsi korupsi, persepsitentang penegakan hukum, persepsitentang nilai

sosial, persepsi tentang kesuksesan, dan persepsi tentang standar hidup. Melalui teknik

ini dapat diidentifikasi perbedaan antara 4 kota yang menjadi sampel penelitian

(Kupang, Tegal, Yogyakafta, dan Palangkaraya) dalam kaitannya dengan variabel-variabel

tadi. Di samping itu, dapat diketahui juga kontribusi atau pengaruh kelima variabel

persepsi terhadap variabel tingkah laku korupsr.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk

menunjang pendekatan kuantitatif. Pengambilan data dalam pendekatan kualitatif

dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Tujuan interviu dan

FGD dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam yang tidak

ditemukan dalam pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan di empat Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat ll Kota di
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esia, yaitu Kupang, Palangkaraya, Yogyakarta, dan Tegal. Menurut hasil riset

rency International lndonesia (Tll) keempat kota itu terdiri dari 2 kota yang

i oleh masyarakatnya paling tinggi indeks persepsi korupsinya (Yogyakarta dan

aya) dan 2 kota paling rendah indeks persepsi korupsinya (Kupang dan Tegal).

demikian, penentuan sample awal pada dasarnya dilakukan secara purposif

ive sampling).

iumlah sampel dalam penelitian ini 538 responden, dengan perincian sebagai

: Kupang (111 orang), Palangkaraya (140 orang), Yogyakarta (154 orang), dan

I (1.23 orang). Mereka adalah para birokrat (PNS) dari sejumlah dinas yang ada di

Pemda setempat.

lnstrumen kuantitatif yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 buah

yaitu angket: Persepsi korupsi, Persepsi tentang norma sosial, Persepsi tentang

kan hukum, Persepsi tentang standar hidup, Persepsitentang kriteria sukses, dan

Tingkah laku korupsi. Sedangkan instrumen untuk pengambiilan data kualitatif adalah

berupa interview guide untuk wawancara dan FGD guide untuk focus group discussion.

hterviu dilakukan di setiap kota terhadap sejumlah pejabat pemda setempat ,

sedangkan FGD dilakukan terhadap para staf dari sejumlah dinas Pemda setempat. Di

samping itu, untuk cross check data dan untuk mendapatkan informasi tambahan, kami

pun melakukan wawancara ke sejumlah tokoh masyarakat (akademisi) dan penduduk

setempat (berkisar antara 2 sampai4 orang di setiap kota).

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal L7 Agustus 2009 sampai 22 0ktober

2009. Lokasi pengambilan data pertama adalah Pemda Kupang (17 -22 Agustus 2009),

Palangkaraya (14 - 18 September 2009), Yogyakarta (17 - 14 Oktober 2009), dan terkahir

Tegal (18 - 22 Oktober 2009).

Data kuantitatif dianalisis melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial,

menggunakan program SPSS versi 15 dan L7. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

penelitian L,2,3,4,5, dan 7 dilakukan dengan cara menghitung mean, median, modus,

dan standar deviasi dari total data masing-masing variabel dan item-itemnya dengan.

Untuk menjawab pertayaan 5 digunakan teknik statistik analisis varians (generol lineor



Sedangkan untuk menjawab pertanyaan 8 digunakan teknik analisis statistik

regresston.

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis coding, yaitu

egorisasikan sejumlah pernyataan responden hasil FGD ke dalam variabel-

penelitian dan membuat tema-tema baru jika pernyatan=pernyataan tersebut

dapat dikategorikan ke dalam variabel-variabel yang sudah ada tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa fakta berikut ini:

Ada perbedaan menarik dalam hal bagaimana para PNS mempersepsi korupsi

di antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan

Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhlr relatif memiliki persepsi

yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta.

Data menunjukan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi

secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota

Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang

sebetulnya korupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta

ada 5 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas

8) dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan

korupsi dan kota Palanglaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota

Kupang dan Yogyakarta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi.

Ada perbedaan menarik dalam bagaimana para PNS mempersepsi korupsi di

antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan

Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhir relatif memiliki persepsi

yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta.

Data menunjukan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi

secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota

Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang

sebetulnya [orupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta



5 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas

dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan

i dan kota Palanglaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota

da n Yogya karta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi,

Hasil analisis mengenai persepsi tentang norma sosial, ditemukan kesamaan

um di antara keempat kota dalam menilai situasi "keluarga senang jika suami

istri menerima hadiah dari kliennya. Temuan ini sebetulnya menunjukan

ifikasi atas dugaan sejumlah pendapat bahwa masyarakat (termasuk keluarga)

memberikan pembenaran atas pemberian dan penerimaan hadiah, misalnya

bentuk porsel, Alasanya adalah, si penerima hadiah memiliki pengaruh yang

, powerful terhadap orang lain (pemberi hadiah). Hal ini menimbulkan rasa

pada anggota keluarga penerima hadiah. Di Kota Palangkaraya bahkan,

uarga menganggap wajar jika PNS diberi tiket pesawat oleh anggota masyarakat.

Hasil analisis terhadap persepsi penegakan hukum menunjukkan bahwa

leempat kota yang menjadi sampel penelitian ini secara bersama-sama menilai

bahwa telah terjadi peegakan hukum di kota mereka. Temuan dari data kuantitatif ini

sangat berbeda dari temuan kualltatif yang menunjukkan bahwa hanya PNS di Kota

Yogyakarta dan juga Palangkaraya yang menilaisecara sangat kuat bahwa hukum dan

juga sistem di kantor pemda sudah sangat kuat ditegakkan. Di Yogyakarta misalnya

sejumlah PNS mengaku takut melakukan pelanggaran karena hukum telah berjalan

dengan sangat ketat. Pengakuan serupa tidak ditemukan dari PNS-PNS di kota-kota

lain.

Temuan mengenai persepsi tentang standar hidup menunjukkan bahwa

Tegal, Yogyakarta, dan Palangkaraya relatif menerima dengan ikhlas kondisi hidup

yang menjadi standar hidup mereka. Perbedaan justru ditemukan di Kupang. Di kota

ini para PNS pada umumnya mengaku bahwa standar hidup dianggap tidak sesuai

dengan yang diinginkan. Bahkan menjadi PNS itu pun diakui oleh mereka bukan yang

mereka harapkan, karena gaji PNS relatif kecil. Perlu diduga bahwa benih-benih

korupsi berasal dari ketidak-puasan atas kondisi ekonomi, dari lebarnya jurang antara
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ar hidup yang diidamkan dengan capaian untuk meraih standar hidup itu.
Terkait dengan temuan tentang tingkah laku korupsi ditemukan fakta

arik. Pada umumnya pNs di Kupang mengaku tidak pernah merakukan satu pun
is perilaku korupsi, bahkan dengan kuat mereka menyatakan tidak akan pernah

inta apa pun dari masyarakat yang sedang mengurus urusannya di kantor
rintah' Demikian juga dengan yogyakarta, yang mengaku tidak akan pernah

nerima amplop. Hanya kota Tegar dan parangkaraya yang mengaku pernah '
akukan korupsi, yakni dalam bentuk meminjam sarana kantor untuk urusan

(Palangkaraya dan Tegar), menerima pemberian dari masyarakat yang
s urusan di kantor pNS (parangkaraya), dan memberi kepada seseorang yang

urus kenaikan pangkat (palangkaraya).

Berikut ini adarah gambaran samper peneritian di empat kota daram har
imana mereka mempersepsi kriteria sukses mereka.

TABEL 1 Gambaran kriteria kesuksesan di Empat Kota

KRITERIA

SUKSES

URUTAN DI

KUPANG
URUTAN DI

PALANGKARAYA
URUTAN DI

YOGYA-KARTA
URUTAN DI

TEGAL

Relijiusitas 1 1 7 7

Kejujuran 2 1L 2 2

Materi 3 6 7 4

Kesehatan 4 3 3 3

Pendidikan 5 4 5 5
Hubungan
keluarga

6 5 4 6

Status sosial 7 7 8 7

Persahabatan B 8 6 8

Keseimbangan 9 9 9 v

Jadi pimpinan
di kantor

L0 10 10 10

oa'i oata di atas tampak bahwa pNs di empat kota memiriki

ll

kesamaan dalam



ntukan kriteria pertama dan kedua kesuksesan hidup, yaitu relijiusitas dan

juran. Kesamaan lainnya adalah dalam menentukan urutan kesembilan dan

luh, yaitu keseimbangan hidup dan ambisi menjadi pimpinan di kantor. lni

bahwa baik kota-kota yang yang oleh Tll dikategorikan memiliki indeks

psi korupsi tinggi (Yogyakarta dan palangkaraya) dan rendah (Kupang dan Tegal)

a-sama menempatkan reliji dan kejujuran sebagai kriteria utama kesuksesan

p, sedangkan keseimbangan dan motif untuk menjadi pimpinan di tempat kerja

i kriteria sukses yang paling terakhir.

Hal yang membedakan di antara kedua kategori kota itu adalah dalam

ukan materi (uang) sebagai kriteria sukses. pNs di kota Kupang menempatkan

ri sebagai prioritas ketiga dan PNS Kota Tegal sebagai ketiga, sedangkan pNS

a Palangkaraya menempatkan di urutan keenam dan pNS Kota yogyakarta

ujuh. Atas dasar temuan itu patut diduga bahwa orientasi hidup atau kriteria

an yang mengarah pada materi sedikit atau banyak dapat memunculkan

ilaku korupsi.

Data kualitatif (hasil wawancara dan FGD) dari PNS Yogyakarta menunjukkan

uan menarik, yang patut diduga sebagai salah satu faktor penting yang

kan kenapa Yogyakarta memiliki tpK yang paling tinggi. Ada beberapa

penyebab yang teridentifikasi. Pertama, ketatnya kontrol organisasional yang berasal

dari berjalannya sistem pelayanan satu atap. Di dalam ruangan pelayanan satu atap

itu pun terdapat circuit camera television (ccTV), sehingga tertutup peluang

beredarnya calo-calo yang mengklaim dapat mempercepat urusan dengan kantor

pemerintah dan memperkecil kemungkinan adanya pungutan liar. Kedua, semua

pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat tidak dibayarkan kepada petugas

di desk, tetapi melalui bank yang letaknya ada dalam ruang satu atap. Ketiga,

ketatnya kontrol sosial dari masyarakat, khususnya dari kalangan akademis, pers, dan

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kontrol ini dipersepsi bukan secara negatif,

melainkan secara positif. Berbeda dari respons para PNS di kota-kota lain, pNS

Yogyakjrta menyebut komponen-komponen masyarakat tadi sebagai "teman-teman
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", "teman-teman LSM", "teman-teman dari kampus". Di kota-kota Kupang dan

lresponsnya agak negatif. Keempat, muncul kata-kata "malu" pada para

FGD. Ketika ditanya kenapa tidak ada dorongan melakukan korupsi, salah

kata yang paling sering diungkap adalah "malu". Kata ini tidak pernah muncul

i responden kota-kota lain selain Yogyakarta.

Kelima, penegakan hukum. Meski pada umumnya PNS di semua kota

mpersepsi bahwa penegakan hukum telah berjalan, tetapi hanya di Yogyakarta

judnya paling nyata, yaitu mereka takut terhadap hukum. Pernyataan "takut"

ncul secara tematik di hampir semua FGD di beberapa dinas Kota Yogyakarta.

ini tidak muncul di kota-kota lain.

UIAN DAN SARAN

Dari sejumlah temuan dalam penelitian ini dapat dibuat kesimpulan sebagai

k ut:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa PNS di beberapa kota seperti Palangkaraya

dan Tegal mempersepsi suatu perilaku sebagai korupsi, jika perilaku itu

merugikan keuangan negara dan jika mereka meminta sesuatu barang atau

uang dari masyarakat. Namun, jika mereka menerima pemberian uang atau

barang dari masyarakat yang sedang megurus suatu urusan di kantor tempat

mereka bekerja (kantor pemerintah), tindakan itu bukan korupsi. Hanya PNS di

Kota Yogyakarta yang secara tegas mempersepsi bahwa suatu perilaku adalah

korupsi jika mereka menerima apa pun secara tidak legal dan penerimaan itu

terkait dengan jabatan mereka.

2. sebagian besar PNS di empat kota pada umumnya mengakui bahwa keluarga

(istri/suami, anak) akan senang jika mereka menerima hadiah dari kliennya. lni

berarti bahwa menerima hadiah

3. Pada umumnya PNS di empat

berjalan secara tegas. Namun,

bukin hanya penegakan hukum

mendapatkan pembenaran social dari keluarga.

kota mengakui bahwa penegakan hukum telah

berbeda dari kota-kota lainnya, di Yogyakarta

formal yang dipersepsi tegas, tetapi juga sistem
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institusional. Di kota dengan tingkat IPK tinggi (Yogyakarta), sistem yang berlaku

di institusi pemda memiliki dampak "menakutkan" pada pNS. Artinya,

penegakan sistem yang tegas dapat menghambat dorongan untuk melakukan

korupsi.

Meski pada umumnya PNs di empat kota menempatkan relijiusitas dan

kejujuran di rangking pertama dan kedua, tetapi ada yang membedakan antara

PNS dari Kota Yogyakarta dan Palangkaraya di satu pihak dengan PNS dari Kota

Kupang dan Tegal di pihak lain. PNS di Kota Kupang dan Tegal menempatkan

materi/uang di ranking ketiga dan keempat, dibandingkan ranking keenam dan

ketujuh di Palangkaraya dan Yogyakarta.

Persepsi tentang standar hidup. Pada umumnya dua kota yang lpK-nya tinggi

(Yogyakarta dan Palangkaraya) relatif lebih mensyukuri hidup dan rnempersepsi

bahwa hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan. sebaliknya, kota yang rpK-

nya rendah (Kupang) relatif kurang mensukuri kehidupan

Sejumlah PNS di kota Palangkaraya dan Tegal, dan beberapa PNS dari Kupang

mengaku pernah menerima pemberian dari anggota masyarakat yang sedang

mengurus urusannya di kantor pemerintah. Sebagian dari PNS di Palangkaraya

bahkan mengaku pernah memberi uang kepada petugas yang mengurus

kenaikan pangkat.

secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai korupsi, penegakan

hukum, dan norma social memiliki pengaruh terhadap munculnya korupsi

(p<0,05). Namun persepsi mengenai standar hidup dalam arti sejauh mana

subjek puas atau tidak pusanya terhadap standar hidupnya sekarang ini dengan

penghasilan yang diperoleh, tidak memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap munculnya perilaku korupsi (p>0,05).

Saran yang dapat kami kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

Perlunya sosialisasi mengenai criteria perilaku birokrasi yang termasuk korupsi

dan .bukan korupsi. Responden pada umumnya mengaku sulit menentukan

apakah perilaku tertentu merupakan perilaku koruposiatau bukan. Patokan buat

'l!
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banyak responden adalah bahwa sejauh tidak ada kerugian Negara, itu bukan

korupsi. Maka, menerima hadiah, itu bukan korupsi, bukan gratifikasi. Dapat

dipahamijika pungutan liar bagi mereka bukan korupsi

. Penegakan hukum. penegakan hukum merupakan factor penting yang dapat

mempengaruhi tinggi rendahnya korupsi. Namun, penegakan hukum bukan

hanya pada level legal formal, tetapi juga institusional, antara lain penegakan

disiplin.

. Perlu digalakkan kontrol sosiar dari pihak keluarga, lembaga swadaya

masyarakat, masyarakat umum, dan media massa. Masyarakat yang permisif

terhadap korupsi sama dengan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Perlu kesedian Pemda untuk dikontrol oleh masyarakat. oleh sebab itu,

lembaga-lembaga kontrol sosial seperti media massa, LSM, kampus jangan

ditempatkan sebagai lawan pemerintah kota (pemda), melainkan mitra yang

dapat bersinergi membangun kota mereka.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya antara lain:

sesuai dengan kondisi penelitian yang baru mencakup 4lokasi kota sebagai

sampel penelitian, untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan kaya

dapat dipertimbangkan untuk menggunakan lokasi-lokasi (kota-kota) lain yang

dapat merepresentasikan hasil persepsi tentang korupsi dari sudut pandang

psikososial di lndonesia secara lebih lengkap dan utuh. oleh karena itu, perlu

dipertimbangkan penambahan rokasi rain sehingga sampel yang digunakan akan

lebih representatif.

Penelitian yang mencakup aspek psikososial selain persepsi, seperti sikap,

kemampuan mengendalikan diri dalam menentukan perilaku dan intensi untuk

menampilkan perilaku serta latar belakangnya juga perlu dipertimbangkan

sebagai penelitian lanjutan guna mendapatkan pemahaman tentang aspek

prilaku korupsi dan kontribusinya dalam suatu model yang lebih menyeluruh.

Pertirnbangan akan adanya unsur dan nilai budaya dalam memandang suatu

perilaku, termasuk di dalamnya periraku korupsi dapat dikembangkan dalam
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peneltian yang lebih spesifik mengkaji peran budaya dan norma sosial dalam

memunculkan perilaku korupsi. penentuan apakah perilaku tertentu dapat

digolongkan perilaku korupsi atau bukan misalnya, perlu mempertimbangkan

nilai budaya yang ternyata cukup kuat dalam mendasari suatu keyakinan

tertentu yang terkait dengan gratifikasi dan ungkapoan terima kasih yang

dipandang 'biasa' dalam suatu hubungan kerja sama.

ra
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